
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1997  

TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan 

memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan; 

b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan 
sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang 
dimaksudkan; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya 
mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan 
nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; 

 
Mengingat   :   1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190; 
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3318); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3632); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3107); 

 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara nomor 3372); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 
1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang 
berbatas. 

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang 
tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 

4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 
pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya 
disebut UUPA. 

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan 
satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 
bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan 
rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta 
beban-beban lain yang membebaninya. 

8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran 
tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data 
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarannya. 

9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 
dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan 
Pemerintah ini. 

10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan. 

11. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 

12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar 
nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi kemudian. 

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari 
suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi 
sebagai titik kontrol  atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan 
rekonstruksi batas. 

14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik 
dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik 
bidang-bidang tanah. 

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang 
tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 

16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang 
tanah dengan suatu sistem penomoran. 

17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam 
bentuk peta dan uraian. 

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan 
mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak 
pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh 
orang perseorangan atau badan hukum tertentu. 

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan 
data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. 

20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 
milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan. 
22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. 
23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah 

kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 



24. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum 
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. 

 
BAB II 

AZAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir dan terbuka. 
 

Pasal 3 
 
Pendaftaran tanah bertujuan: 
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan; 

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang  berkepentingan termasuk 
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar; 

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 

Pasal 4 
 
(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak 
atas tanah. 

 
(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haruf 

b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar terbuka untuk umum. 

 
(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 

setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk 
peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas 
satuan rumah susun wajib didaftar. 

 
 
 
 



BAB III 
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH 

 
Bagian Kesatu 

Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 
 

Pasal 5 
 
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 
 

Pasal 6 
 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah 
ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. 

(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh 
PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 7 

 
(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri. 
(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT 

Sementara. 
(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah tersendiri. 
 

Pasal 8 
 
(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor  

Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Susunan Panitian Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai 

Badan Pertanahan Nasional; 
b. beberapa orang anggota yang terdiri dari: 

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan 
pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 

 


